
PEMERINTAH PROVINS! BANTEN 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENT ASI 

GEDUNG DISKOMINFO SP PROVINS! BANTEN 
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) 

JI. Syech Nawawi Al-Bantani, Perkantoran Baru Curug Kota Serang- Provinsi Banten 

PENETAPAN 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

PROVINS! BANTEN 
NOMOR: 555/ f I -DKISP.PPID/2023 

TENTANG 
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023 

MENIMBANG 

MENGINGAT 

MEMPERHATIKAN 

a. bahwa lnformasi dapat diakses oleh setiap 
Pengguna lnformasi Publik. 

b. bahwa lnformasi Publik yang dikecualikan 
bersifat ketat dan terbatas. 

c. bahwa terhadap lnformasi yang dikecualikan 
berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik dasar hukum 
atas dikecualikannya informasi tertentu perlu 
dilakukan. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c 
maka perlu ditetapkan Penetapan Klasifikasi 
informasi yang Dikecualikan. 

l. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesi a Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4846); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5149); 

3. Peraturan Komisi Jnformasi Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Standar Layanan Informasi Publik; 

4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan lnformasi 
Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 
tentang Pedoman Pelayanan lnformasi Publik dan 
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Banten; 

6. Keputusan Gubernur No. 489.l/Kep.111-Huk/2023 
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi. 

Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2023 



MENETAPKAN 

PERTAMA 

KEDUA 

MEMUTUSKAN 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

TAHUN 2023 

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini 
merupakan Informasi yang Dikecualikan. 

Lembar Pengujian Konsekuensi atas Infonnasi yang 
Dikecualikan pada Lampiran I merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari penetapan ini 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

: Serang, 
: 1. ""&\ 1.o1.:; 

Tembusan disampaikan kepada Yth. 
1. P). Gubernur Banten 
2. PJ. Sekretaris Daerah Provinsi Banten 
3. PPID Pelaksana OPD Se-Provinsi Banten 



Lampiran Keputusan 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
Nomor : 555/ ti -DKISP.PPID/2023 
Tanggal : d- Mei 2023 

KONSEKUENSI/PERT IMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU 

NO. INFORMAS I DASAR HUKUM PENGECUALIAN 
INFORMASI 

Dibuka Ditutup 

I 2 3 4 5 6 

I. Biodata e !ektronik dan Non E lcktronik Pasa l 17 huruf h Undang-Undang Nomor Mengungkap data pribad i /\SN Melindungi data pribadi ASN 30 tahun dengan persetuj uan tertul is 
ASN (database) 14 Talmn 2008 tc: ntang Keterbukaan yg bcrs ifat rahasia tvang bersifat rahas ia 

Infonnasi Publik 

2. Daftar nila i SKP ASN I. Pasal 17 huru f i Undang-Undang Mengungkap data pribadi ASN Melindungi data pribadi yang I tahun 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang yg bersifat rahasia [bersifat rahasia 
Keterbukaan lnlormas i Publik 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Kcpegawaian 

3. ldent itas ASN yang me langgar dis iplin Pasa l 17 huruf h Undang-Undang Nomor Mengungkap rahasia pribad i Me lindung i data pribadi ASN 30 tahun dengan persetujuan tertu lis 
dan da la m proses dijatuhi hukum an 14 Tahun 2008 1c11 1ang Keterbukaan ASN yang bersifat raha:-ia Jyang bersifat rahas ia 
d isiplin lnformas i Publik 

4. Data us ulan pengangkatan ASN dalam I. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Merugikan proses penyusunan Menjaga iklim kondusif di 5 tahun 
jabatan struktural dan notulensi hasi l rapat Nomor 14 Tahun 2008 tentang kebijakan atau menghambat lingkungan kerja 
Baperjakat Keterbukaan lnformasi Publik kesuksesan kebijakan karena 

2 . Undang-Undang Nomor 43 Tahun adanya pengungkapan secara 
I 999 tentang Kepegawaian prematur 

5. Rekam Medik/hasil check up perorangan I. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Mcngungkap data pribadi ASN Melindungi data pribadi ASN 30 tahun dengan persetujuan tertulis 
ASN I pejabat Nomor 14 Tahun 2008 tentang yg bersifat rahasia ~ang bersifat rahasia 

Keterbukaan Informasi Publik. 
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 



KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU 

NO. 
INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
Dibuka Ditutup 

I 2 3 4 5 6 

2009 tentang Kesehatan. 

6. Data has ii Tes Potensi/ Kompetensi ASN/ Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor Mengungkap data pribadi ASN Melindungi data pribadi ASN 5 tahun 
pejabat 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan yg bersifat rahasia ~ang bersifat rahasia 

lnformasi Publik 

7. Data rencana penempatan CASN/ ASN Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor Dapat disalahgunakan oleh Mencegah kolusi 2 tahun 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan pihak tertentu 
lnformasi Publik 

8. Data pribadi klien bantuan hukum Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor Pelanggaran Hak asasi Manusia Melindungi hak privasi IO tahun dengan persetujuan tertulis 
14 Tahun 2008 tentang Kcterbukaan (terkait dengan Asas Praduga 
lnformasi Publik tak bersalah) 

9. Soal tes CASN Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor Dapat disalahgunakan sehingga Mencegah KKN I tahun 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan menimbulkan keresahan 
Informasi Publik 

10. Surat Pertanggungjawaban Keuangan 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun Pelanggaran disiplin ASN Melindungi prose, 1 tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dalam membocorkan rahasia lnemeriksaan keuangan negan 
Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sehingga dapat ldan penyalahgunaan dokumen 
Negara menghalangi proses lkeuangan 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun pemeriksaan keuangan negara 
2003 tentang Keuangan Negara dan penyalahgunaan dokumen 

3. Pasal 17 huruf i Undang-Undang keuangan 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik 



KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU 

NO. 
INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
Dibuka Ditutup 

I 2 3 4 5 6 

II. Internet Protocol/ IP Address Private, I. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Tindakan kriminal Melindungi/ mengamankan 30 tahun 

Bandwidht Management, Kode Akses Nomor 14 Tahun 2008 tentang pengrusakan, pencurian data k,erangkat serta data 
Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik, Keterbukaan lnformasi Publik 
Sistem Managemen Database 2. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang 

Nomor II Tahun 2008 tentang 
lnformasi dan Transaksi Elektronik / 
ITE 

12. Proses Pemeriksaan Reguler/ Khusus I. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf i Undang- I .Menghambat proses Memperlancar proses 2 tahun 

Provinsi dan Kab/ Kota Undang Nomor 14 Tahun 2008 pemeriksaan dan loemeriksaan dan penyelesaian 
tentang Keterbukaan lnformasi Publik penyelesaian tindak lanjut indak lanjut. 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun hasil pemeriksaan. 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Melanggar Peraturan 
(Lembaran Negara Republik Pemerintah tentang batasan 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, distribusi LHP. 
Tambahan Lembaran Negara 3. Melanggar Peraturan 
Republik Indonesia Nomor 4437) Menteri Negara 
sebagaimana te lah beberapa kali Pendayagunaan Aparatur 
diubah terakhir dengan Undang- Negara tentang batasan 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 distribusi LHP. 
tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 
tentang Keuangan Negara; 



KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU 

NO. 
INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
Dibuka Ditutup 

I 2 3 4 5 6 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Pedoman Tata Cara 
Pengawasan P~nyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma 
Pengawasan dan Kode Etik Pejabat 
Pengawas Pemerintah; 

I 0.Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/ 04/ M.PAN/ 03/ 2008 
tentang Kode Etik Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah; 

I I . Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 
tentang Stand,i.rd Audit Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 



KONSEKUENSI/PERTIMBANGA N BAG I PU II LIK ,IA NGKA WAKTU 

NO, 
INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
Oibuka Ditutup 

I 2 3 4 5 6 

Nomor 47 Tahun 2011 tentang 
Kcbij akan Pengawasan di Lingkungan 
Kementerian Oalam Negeri dan 
Pcnyelenggaraan Pcmerintah Dacrah 
Tahun 20 12. 

13. Rcncana penyesuaian tarif Ni lai Jual Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor Mcnimbulkan persaingan usaha Me\indungi pcrsaingan usah, 2 tahun 

Kendaraan Bermotor (NJKB) 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan t idak sehat dan mengganggu 1ang schat clan ketahana11 

lnfonnasi Publik ketahanan ekonomi ·konomi 

14. ldcntitas Wajib Pajak Kendaraan Pasa l 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Mengungkap rnhasia pribadi Mel indungi Hak Pritrnd i 30 tnhun de11 g.a n pcrselUjuan 1ertulis 

Bennotor Nomor 14 Tahun 2008 tentang tcntang kcuangan dan .ts d 

Keterbukaan lnformasi Publik sescornng 

15. Sistem Pengelo laan Keuangan dan Data I. Pasal 17 hurur c dan huruf j Undang- Pcnyalahgunaan data o lch Tidak akan ;.1da infornrns i yang 10 tahun 

base Penge lo laan Keuangan Daerah Undang No mor 14 Tahun 2008 pihak yang tidak bcrhak idak rcsmi beredai 

tcntang Kc terbukaan lnformas i Publik mcnghindari te1jadiny, 

2 . Unda1Jg-Unclang Nomor I I Tahun misinfomrnsi di mata publik) 

2008 tent ;.111g lnformasi dan Transaksi 
Elektronik / !T E 

16. Proses pcngajuan pendaftaran HAK I Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor Oapat mengganggu Membcr ikan perli11dungn11 2 tahun 

14 Tatum 2008 tcntang Kctcrbukaan kcpent ingan perl indungan HAKI 
lnfonnasi Publik HAKI 

17. Proses sert ifikas i mutu dan uji mutu yang I. Pasa l 17 huruf b Undang-Undang Oapal disalah gunakan oleh Melindungi kompetensi 2 tohun 

dikeluarkan o leh Otoritas Kompcten Nomor 14 Tahun 2008 lentang pihak tcrtcntu kelembngnnn sertifikosi 

Keamanan Pangan Oaerah (OKKPO) Ketcrbukaan lnformasi Publik 
2. Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1996 

3. 
tentang Pangan; 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perl indungan Konsumcn; 

4. Undang-Undang Nornor 69 Tahun 



KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU 

NO. 
INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
Dibuka Ditutup 

I 2 3 4 5 6 

1999 tentang Label dan lklan Pangan; 
5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 

2004 tentang keamanan, Mutu dan 
Gizi Pangan 

18. Dokumen yang berkaitan dengan I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun Kebocoran soal Melindungi kerahasiaan 5 tahun 
penyelenggaraan Ujian Nasional dan 2003 tentang Sistem Pendid ikan dokumen 
UNPP program Paket A, B, C dan seluruh Nasional 
jenjang sekolah, meliputi : 2. Pasal 17 huruf -j Undang-Undang 
I. Master naskah soal Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
2. Naskah soal Keterbukaan lnformasi Publik 
3. Proses pem indaian/ scanning LJK 

4. Scoring 
5. Pencetakan dan nama pencetakan 

19. Proses penetapan dan penangguhan UM P I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun Menimbulkan Kepala Daerah dapa I tahun 
dan UMK Kab/Kota se-Provinsi Banten 200J tentang Ketenagakerjaan permasalahan/polemik dalam menetapkan kebijakan sesuai 

2. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang- pengambilan kebijakan karena normatif 
Undang Nomor 14 Talmn 2008 adanya tuntutan 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 

20. Biodata Tenaga Kerja Asing I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun Menimbulkan polemik yang Memberikan perlindungan 30 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan bersifat pribadi dan rahasia erhadap TKA 

2. Permenaker No.02/MEN/111/2008 individu 
tentang Tata Cara Penggunaan I 

Tenaga Asing i 

21. Proses penyelidikan dan penyidikan yang I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Menghambat proses penegakan Kelancaran proses penegakan 5 tahun I 

ditangani o leh PASN dan Rencana 2008 tentang Keterbukaan Informasi hukum hukum ! 

Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh Publik 
PPLHD 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan 



KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU 

INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN 
NO. INFORMASI 

Dibuka Ditutup 

I 2 3 4 5 6 

Pengelo laan Lingkungan Hidup 

22. Proses penyelesaian sengketa/ kontlik Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor Menghambat proses Kelancaran proses 5 tahun 

lingkungan 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan penyelesaian sengketa/ oenyelesaian sengketa, 
lnformasi Publik penegakan hukum oenegakan hukum 

?' Hasil Eksplorasi Detail (Koordinat Pasal 17 huruf d dan huruf h Undang- I. Mengungkapkan I. Pengelolaan/ managemen 5 tahun 
_J_ 

Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang kekayaan alam Indonesia; Potensi Sumber Daya 

kuantitas komoditas tambang) Keterbukaan lnformasi Publik 2. Membuka rahasia Alam; 
perusahaan. 2. Hak kepem i Ii kan hasil 

Eksplorasi detail. 

24. Laporan Studi Kelayakan (Ni lai I. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang- I. Membuka rahasia I. Melindungi Kerahasiaan 5 tahun 
Ekonomis Komoditas Tambang, Undang Nomor 14 Tahun 2008 perusahaan ~ Perusahaan (hak pribadi); 
Perkiraan Jum lah Cadangan, Kualitas tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Menimbulkan persaingan 12, Menghindari persaingan 
Bahan tambang, sebaran) 2 Pasal 88 Undang-Undang Nomor 4 tidak sehat. tidak sehat. 

Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral Dan Batubara. 

25. Wilayah Ijin Usaha Pertambangan I. Pasal 17 huruf d Undang-Undang Dapat mengungkapkan Pengaturan dan pengelolaan 5 tahun 
(WIUP)/ Koordinat Nomor 14 Tahun 2008 tentang kekayaan alam. ,Kekayaan alam. 

Keterbukaan lnformasi Publik. 
2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral Dan Batubara. 

26. Data teknis basi l kegiatan, survey I. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Dapat mengungkapkan Pengaturan dan pengelolaar 5 tahun 
pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas kekayaan alam. Kekayaan a lam. 
dan eksploitasi potensi Panas Bumi Bumi 

2. Pasal 17 huruf d Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang 



KONSE KUENSI/PERT IMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU 

NO. 
INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
Dibuka Ditutup 

I 2 3 4 5 6 

Keterbukaan lnfonnasi Publik 

27. Radiogram/Kawat Bersandi I. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Terjadinya penyadapan Melindungi infonnasi bersandi 10 tahun 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang ktari kebocoran 
Keterbukaan lnformasi Pub lik. 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 
tentang Pertahanan Negara 

28. Data identiras Penyandang Masalah Pasal 17 huruf h Un<lang-Undang Nomor Mengungkap data pribadi yang Melindungi data pribadi yan~ 30 tahun 
Kesejahteraan Sosia l (PMKS) 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan bersifat rahasia bersifat rahasia dan mempe, 

lnformasi Publik. mudah penanganan 
tpe rmasalahan yang dihadapi 

29. Hasi l wawancara/ diagnosa/ bedah kasus Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor Mengungkap data pribadi yang Melindungi data pribadi yan~ 10 tahun 
PMKS 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan bersifat rahasia bersifat rahasia dan 

lnfonnasi Publik. nempennudah penanganan 
oennasalahan yang dihadapi 

30. Data pribadi peserta bimbingan sos ia l Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor Mengungkap data pribadi yang Me lindungi data pribadi yan~ 30 tahun 
pada balai perlindungan sosial 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan bersifat rahasia bersifat rahasia 

lnformasi Publik. 

31. Hasil Cek Kesehatan dan Uj i Fisik Atlet I. Undang-Undang Nomor 3 Tahun Mengungkap rahasia Melindungi rahasin atlet 30 tahun 
2005 tentang Keolahragaan 

2. Pasal 17 huruf i Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnfonnasi Publik. 

32. Rencana Operasi Pengawasan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor Sasaran pengawasan tidak Sasaran pengawasan dapa I tahun 
Penangkapan lkan 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan tercapai ercapai 



KONSEKUENS I/PERTIMBANGA N BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU 

NO. 
INFORMASI DASAR HUKUM PENG_ECUALIAN 

INFORMASI 
Dibuka Ditutup 

I 2 3 4 5 6 

Infonnasi Publik. 

33. Data pemohon ljin Penyelenggaraan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor Mengganggu kepentingan Melindungi Hak Atas 2 tahun 

Penyiaran (IPP) 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan perlindungan Hak Atas Kekayaan lnte lektual 
lnfonnasi Publik Kekayaan lntelektual dan 

perlindungan dari persaingan 
usaha tidak sehat. 

34. Rencana Pene11iban / Penindakan dan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor Menghambat proses kebijakan loperasi penindakan dapa1 Sampai selesai pe laksanaan 

Penegakan pada obyek tertentu 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan karena adanya pengungkapan berja lan sesuai rencana 
lnformasi Publik secara prematur 

35. Proses penye lidikan dan Penyid ikan Pasal 17 a angka I Undang-Undang Nomor Menggagalkan rencana operasi Sebagai bahan pertimbangan Sampai selesainya kasus 

terhadap pelanggar Perda 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan penertiban untuk melaksanakan operasi 
lnformasi Publik ben indakan 

36. Proses usu Ian penilaian Usaha I. Pasal I 3 ayat (2), Pasal 14, Pasal 17 Membocorkan rahasia Mengamankan hak pribad il Terbatas 
Perkebunan Negara/ Swasta ayat 2, Pasal 60 huruf c dan huruf d pribadi/perusahaan oerusahan sampai dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun penetapan ke las kebun 
1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman. 

2. Pasal 17 huruf a Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Infonnasi Publik. 



KONSEKUENSI/PERT IMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU 

NO. INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN 
INFORMAS I 

Dibuka Ditutup 

1 2 3 4 5 6 

37. Rencana operasi pengawasan angkutan 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Merugikan proses penyusunan Mernbantu Badan Publil Sarnpai selesai pe laksanaan 

barang dan penumpang 2008 tentang Keterbukaan lnforrnasi kebijakan atau rnengharnbat lctalarn rnencapai keberhasi lan pengawasan 
Publi k kesuksesan kebijakan karena pelaksanaan kebijakan 

2. Undang-Undang Nornor 22 Tahun adanya pengungkapan secara 
2009 tentang La lu Lintas dan prematur. 
Angkutan Jalan 

38. Data Rencana Awai lnvestas i Asing di 1. Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 Undang- Membuka persa ingan usaha Mel indungi Persaingan Usaha 2 Tahun 
sektor Pariwisata Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tidak sehat 

Keterbukaan lnformasi Publik 

39. Data Rencana Awai Penjualan atau I. Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 Undang- Mernbuka persaingan usaha Meli.ndungi Persaingan Usaha 2 Tahun 
Pembelian Tanah atau Properti di Sektor Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tidak sehat 
Pariwisata Kcterbukaan lnfom1as i Publik 

40. Biaya Penunjang Operasional Kepala I. Pasal 17 hurufj Undang-Undang Mengungkap data BOP dan BPO Melindungi dan rnengurangi 1 tahun 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nornor 14 Tahun 2008 tentang Gubemur, Wakil Gubemur dan penyalahgunaan dokumen 

Keterbukaan lnforrnasi Publik Pcnjabat Gubemur negara 
2. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 

268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Anggaran Dana 
Operasional Menteri/ Pimpinan 
Lernbaga 

3. Peraturan Gubemur Nomor 14 Tahun 
2022 tentang Tata Cara Pernberian 
Biaya Penunjang Operasional Kepada 
Penjabat Gubemur 

4. Keputusan Gubem ur Nomor : 
9 I 7/Kep.328-Huk/2022 tentang 
Penetapan Pemberian Biaya Penunjang 
Operasional kenada Gubemur dan 



KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU 

NO. 
INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
Dibuka Ditutup 

I 2 3 4 5 6 

Wakil Gubemur Banten pada Tahun 
2022 

5. Keputusan Gubemur Nomor: 
9 I 7/Kep. I 84-Huk/2022 tentang 
Penetapan Pemberian Biaya Penunjang 
Operasional kepada Penjabat Gubemur 
Banten pada Tahun 2022 

41. Surat Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 17 hurufj Undang-Undang Nomor 14 Mengungkap data perjalanan Melindungi dan mengurangi I Tahun 
Tahun 2023 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi dinas unsur Pimpinan yang penyalahgunaan dokumen 

Pub li k belum dilakukan audit oleh negara 
pihak yang berkewajiban 
melakukan audit 

42. Notu len Rapat Pimpinan Pasal 17 hurufi Undang-Undang Nomor 14 Mengungkap infonnasi yang Melindungi informasi yang 2 tahun 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi s ifatnya dirahasiakan. bersifat rahasia dan tidak 
Publik menimbulkan men imbulkan permasalahan 

permasalahan/polemik apabila kedepannya yang -berkaitan 
proses penetapan kebijakan penetapan kebijakan 
masih dalam tahap pembahasan 
sehingga menyebabkan 
kebijakan yang dihasilkan 
prematur dan menghambat 
proses penetapan kebijakan 

43 . Informasi yang mengungkapkan proses I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Menghambat proses penegakan Membantu Badan Publik 30 tahun 
perneriksaan internal : 2008 tentang Keterbukaan Informasi hukum, seperti penghilangan dalam mencapa i 

a. Data-data terkait proses Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; barang bukti. keberhasilan pelaksanaan 

b. Pemeriksaan Reguler, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun penegakan hukum. 

C. Pemeriksaan Kasus 2017 tentang Pembinaan dan 
Data yang mengungkapkan proses Pengawasan Penyelenggaraaan 
penegakan hukum : Pemerintahan Daerah. 
a. Jadwal dan Rencana kegiatan Operasi 

Yustisi dan Non Yustisi; 



KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU 

NO. 
INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
Dibuka Ditutup 

I 2 3 4 5 6 

b. lnformasi terkait kasus yang masih 
dalam proses ranah hukum; 

C. Data terkait proses penyelidikan dan 
penyidikan tindak pelanggaran 
Perda/Perkada dan Operasi Non 
Yustisi 

' 

44 . Laporan Hasil Pengawasan(LHP) 1. Pasal 6 dan Pasa l 17 huruf i 1. Menghambat proses 1. Menjaga 30 tahun 

berupa Laporan Hasil Undang- Undang Nomor 14 pengawasan dan informasi yang 
Aud it/Pemeriksaan/ Tahun 2008 tentang Penyelesaian tindak menurut peraturan 
Reviu/Monitoring/ Keterbukaan lnfo rma s i Publik lanjut hasi l lainnya 
Eva I uas i/ Pem antauan) 2. Peraturan Pemerintah Nomor pengawasan. dirahasiakan dan 

12 Tah u n 2017 ten tang 2. Melanggar Pcraturan tidak boleh 
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah tentang diungkap ; 
Penyelenggaraan Pemerintah batasan distribusi Memperlancar proses 
Daerah pada Pasal 23 dan Pasal LHP pengawasan, 
26; 3. Menimbulkan penyelesaian 

3. Peraturan Pcmerintah Nomor perbedaan perseps i atas rekomendasi dan 
60 Tahun 2008 tentang Sistem suatu pernyataan/ penilaian penyelesaian tindak 
Pengendalian Intern antara birokrasidan lanj ut. 
Pemerintah~ masyarakat padaumumnya 

3. Peraturan K etua Umum Asosiasi 
Auditorlntern Pemerintah 
Indonesia Norn or: Per-
0I/AAIPI/DPN/202 1 tentang 
Standar Audit Intern Pemerintah 
Indonesia 



KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU 

NO. 
INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
Dibuka Ditutup 

I 2 3 4 5 6 

45. 
Data identitas pelapor kejadian 1. Pasal I 7 huruf h 1. Mengungkap data I. Melindungi Hak 30 tahun dengan persetujuan 

penyimpanganpengelo laan keuangan UndangUndang Nomor pribadi yang bersifat Pribadi dan keamanan tertul is 

daerah/ disip lin ASN 14 Tahun 2008 tentang rahasia pelapor 
Keterbukaan I nformasi Pub I ik Terjadi Konflik dalam 

U ndang Undang Nomor 39 Tahun masyarakat 
I 999Tentang Hak Asasi Manusia 
(HAM) 

46. 
Laporan Audit/ Pemer iksaan o leh 1. Pasal 6 dan Pasa l I 7 huruf i 1. Menimbulkan 1. Menjaga IO tahun 

Tim Audit lainnya(B PKP/ Undang- U ndang Nomor 14 perbedaan perscps i informasi yang 

I nspektorat Jenderal Kementerian/ Tahun 2008 tentang atas suatu menurut peraturan 

Lembaga/ Bank Indonesia/ OJK/ Keterbukaan lnformas i Pub lik; pernyataan/peni laian lainnya 
Akuntan Publik) antara birokrasi dan dirahasiakan dan 

masyarakat pada tidak boleh 
unumnya diungkap; 

Mengungkap data yang 2 . Memperlancar 
bersifat rahasia proses 

pengawasan, 
penyelesaian 
rekomendasi dan 
penyelesaian 
tindak Ian jut. 

10 tahun 
47. 

Ookumen Tindak Lanjut Hasi l 1. Pasal 6 dan Pasal I 7 huruf i 1. Mengham bat 1 . Menjaga 

Pengawasan (TLHP) dan Sistem Undang- Undang Nomor !4 prosespenyelesaian informasi yang 

Pengelolaan TindakLanjut Hasil Tahun 2008 tentang tindaklanjut hasil menurutperaturan 

Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik pengawasan. lainnya 
2 . Peraturan Pemerintah Nomor 2. Me langgar Peraturan dirahasiakan dan 

I 2 Tahun 20 I 7 tentang Pemerintah tidak boleh 
Pembinaan dan Pengawasa n tentangbatasan diungkap; 



KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK .JANGKA WAKTU 
NO. INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUA LIAN 

INFORM AS I 
Dibuka Ditutup 

I 2 3 4 5 6 

Penyelenggaraan Pemcrintah distribusi LHP Memperlancar proses 
Daerah pada Pasal 23 dan Pasa l Me ni mbulkan perbedaan penyelesaian 
26; persepsi atas suatu rekomendasi dan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor pernyataan/ penilaian antara penyelesaian tindak 
60 Tahun2008 tentang Sistem birokrasi danmasyarakat lanjut. 
Pengenda lian Intern padaumumnya 
Pemerintah; 

4. Peraturan Ketua Umum 
Asosiasi Aud itorlntern 
Pemerintah Indonesia Nomor: 
Per-OI/AAIPI /DPN/2021 
tentangStandar Audit I ntern 
Pemerintah I ndonesia 

48. Dokumen proses pengawasan 1. Pasa l 17 a angka I Undang Menghambat proses Ke lancaran proses 30 tahun 
(Audit/ Pemeriksaan/ Reviu/ . Undang Nomor 14 Tahun 2008 pengawasan pengawasan. 
Monitoring/ Evaluasi/ Pemantauan), tentang Keterbukaan lnformasi 
termasuk Naskah Hasi l Pengawasan Pub li k; 
(NHP) dan Kertas Kerja Pengawasan 2. Peraturan Ketua Umum 
(KKP) Asosiasi Auditorlntern 

Pemerintah Indonesia Nomor: 
Per-01/AAIPI/DPN/2021 
tentangStandar Audit Intern 
Pemerintah Indonesia 

50. 
Dokumen proses dan hasi l 1. Undang- Undang Nomor Menghambat proses Memperlancar proses 30 tahun Koordinasi antara APIP dan Aparat Nomor 14 Tahun 2008 tentang pengawasan dan koordinasi. pengawasan dan 
Penegak Hukum Keterbukaanl nfo rmasi Publik koordinasi 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 20 I 7 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah 



KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU 

INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN 
NO. INFORM AS I 

Dibuka Ditutup 

I 2 3 4 5 6 

Daerah pada Pasal 23 dan Pasal 
26; 

3. Peratu ran Ketua Umum 
A sosiasi Auditorlntern 
Pemerintah Indones ia Nomor: 
Per-0 I/AAIPI/DPN/2021 
tentangStandar Audit Intern 
Pemerintah Indonesia 

5 1 Data hutang pasien kepada Rumah Sakit 
me liputi nama, Alamat , nama ke luarga. 
dan nomor telepon serta biaya hutang 
yang ditanggung pasien tersebut 

52 Dokumen rekam med is termasuk nomor I. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat mengungkapkan rahasia Melindungi rahasia pribadi 30 tahun atau sampai ada persetujuan 

register rekam med is KIP, pasal 17 hurufh dan hurufi pribadi pasien pasien tertu lis dari pas ien 

2 . lJU Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran pasal 47 ayat 2 

53 lnformasi identitas penderita HIV/AIDS I. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dapat mengungkapkan rahasia Melindungi rahasia pribadi 30 tahun atau sampai ada persetujuan 
KIP, pasal 17 hurufh dan hurufi pribadi pasien pasien tertulis dari pasien 

2. UU Nomor 29 Tahun 2004 tcntang 
Praktik Kedokteran pasal 47 ayat 2 

54 Root Cause Analysis I. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Petugas menjadi enggan Menurunkan angka insiden 30 Tahun 
Rumah Sakit, pasal 44 ayat I mclaporkan kejadain yang tidak KTD. KNC serta 

2. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang diharapkan, kejadian nyaris mengoreksi sistem dalam 
Praktik Kedokteran pasal 47 ayat 2 cedera r.ingka meningkatkan 

kesc lamatan pasien dan 
tidak untuk menynlahkan 
orang (non blaming) 



KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU 
NO. INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
Dibuka Ditutup 

I 2 3 4 s 6 

ss Sistem keamanan elektronik rekam medik I. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Dapal mengungkapkan rahasia Melindungi rahasia pribadi 30 tahun 
rumah sakit Praktik Kedokteran pribadi pasien dan mengganggu pasien dan rumah sakit 

2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tcntang kepentingan rumah sakit 
Keterbukaan lnformasi Publik 

56 Jummer UU nomor 14 lahun 2008 tentang Menggangu penyelcnggaraan Karena bersifat privasi dan S tahun 
Ketcrbukaan lnformasi Publ ik (KIP) pasal kegiatan pcmerintah rahasia ketika ada agenda 
17 point f antara lain sistem komunikas i pimpinan yang bersifat 
dan persandian yang dipergunakan dalam rahasia. alat tersebut dapat 
rncnjalankan hubungan internasiona\ , point mcmatikan sinyal gadget. 
c antara lain sistem persandian negara schingga pihak•pihak yang 

mengikuti agenda dengan 
Pcraturan Badan Siber Dan Sandi Negara pimpinan (Gub, Wagub, 
Nomor 10 Tahun 20 19 Tcntang kedatangan RI I & RI 2) 
Pclaksanaan Persandian Untuk maka para pihak terse but 
Pengamanan lnfonna~i Di Pcmerintah akan terfokus pada 
Daerah, Pasa l 16 salah satunya Pro1eksi pembicaraan pimpinan. 
scbagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf 
c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko 
dan penerapan pelindungan terhadap 
Sistem Elektron ik untuk menjamin 
keberlangsungan penye lenggaraan 
pcmerintahan berbasis elektronik 

Pasal 8 Aturan mengenai tata kelola 
Keamanan lnformasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) paling sedikit 
terdiri atas: a. keamanan sumber daya 
tcknologi in formasi; b. keamanan akses 
kontrol ; c. keamanan data dan infonnasi; d. 
keamanan sumber daya manusia; e. 
keamanan j aringan; f. keamanan surat 
elektronik; e.. keamanan ousat data ; 



KONSEKUENSI/PERT IMBANGAN BAG I PUBLIK JANGKA WA KTU 
NO. INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
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I 2 3 4 5 6 

dan/atau h. keamanan komun ikas i. 

57 Kontra Pengindcraan ( KP) Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Bcrpotensi memberikan Unt uk mcndeteks i 5 tahun 
Nomor l O Tahun 20 19 Tentang kebocoran-kebocoran ya ng kebocoran-kebocoran ya ng 
Pclaksanaan Persand ian U muk di lakukan olch p ihak-pihak di lakukan oleh pihak-p ihak 
Pengamanan ln formasi Di Pcmeriniah yang tidak ber1anggungjawab yang tidak bertanggung 
Daerah. Pasal 16 sa lah satunya Proteksi misa lkan pembicaraan - jawab misalkan 
scbagaimana dirnaksud pada ayat ( I) huruf pembicaraan pimpinan yang pcmbicaraan - pembicaraan 
c dilakukan dengan kegiata n mitigasi risiko bersifat rahasia pimpinan yang bersifat 
dan pcncrapan pdindu ngan 1crhadap rahasia. stcri lisas i ruang 
Sistem Elektronik umuk menjamin pimpinan dari penyadap. 
kcbcrlangsungan pcnyelcnggaraan 
pemerintahan berbas is elektronik 

Pasal 8 Aturan mengenai tata kclola 
Keamanan lnformasi sebaga imana 
dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit 
terd iri a tas: a. kcamanan sumber daya 
tekno logi informas i; b. keamanan akses 
kontrol ; c. keamanan data dan infonnasi ; d. 
keamanan sumber daya manusia; e. 
keamanan jaringan; f keamanan surat 
e lcktronik; g. keamanan pusat data; 
dan/atau h. keamanan komunikasi . 


